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Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi, pelayanan dan 
bantuan hukum, dan kendala perlindungan hukum terhadap anak difabel sebagai 
korban tindak pidana kesusilaan melalui bantuan hukum di majelis hukum dan 
HAM pimpinan wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah. Jenis penelitian ini 
menggunakan data deskriptif kualitatif, desain penelitian ini berupa studi kasus. 
Tempat penelitian ini adalah Dukuh Gowanan, RT 02/ RW 01, Desa Ngemplak, 
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan 
penelitian dimulai dari tahap persiapan, observasi, sampai penulisan pembuatan 
laporan penelitian kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan April sampai bulan 
Juni 2021. Metode yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi serta 
mengikuti workshop yang terkait dengan difabel. Narasumber dari penelitian ini 
yaitu Divisi layanan non litigasi, dan Divisi Diklat serta mengikuti workshop yang 
menjadi narasumber adalah Ketua Majelis Hukum dan HAM, Ketua Pengadilan 
Negeri Kota Surakarta, dan Divisi layanan litigasi. Jenis bantuan hukum litigasi 
yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap difabel 
yang berhadapan dengan hukum berupa hukuman pidana, perdata, maupun tata 
usaha negara. Teknik Pengumpulan data penelitian dengan cara observasi 
(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
metode wawancara dan dokumentasi. Analisis model interaktif. Hasil penelitian 
ini bahwa setiap pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi terdapat pos 
bantuan hukum yang bertujuan untuk perlindungan hukum bagi orang yang tidak 
mampu. Majelis hukum dan hak asasi manusia pimpinan wilayah aisyiyah 
merupakan lembaga untuk melindungi dan menegakkan suatu keadilan bagi 
perempuan dan anak dibawah pimpinan aisyiyah serta memberikan pendampingan 
dan pemulihan anak difabel pasca kejahatan tindak pidana kesusilaan. 





This study aims to describe the implementation, legal services and 
assistance, and the obstacles to legal protection for children with disabilities as 
victims of criminal acts of decency through legal assistance in the legal and 
human rights councils of regional leaders' Aisyiyah, Central Java. This type of 
research uses descriptive qualitative data, the design of this research is a case 
study. The place of this research is Gowanan Hamlet, RT 02/ RW 01, Ngemplak 
Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency, Central Java Province. The 
implementation of the research starts from the preparation stage, observation, until 
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the writing of the research report is approximately three months, from April to 
June 2021. The method used is interviews and documentation as well as attending 
workshops related to people with disabilities. The resource persons of this study 
were the non-litigation service division, and the education and training division 
and attended the workshop. The speakers were the Chairperson of the Law and 
Human Rights Council, the Head of the Surakarta City District Court, and the 
litigation service division. Types of litigation legal assistance provided by the 
Legal and Human Rights Council for persons with disabilities who are dealing 
with the law in the form of criminal, civil and state administrative penalties. 
Research data collection techniques by means of observation (observation), 
interviews (interviews), documentation and a combination of the three. The data 
collection technique used in this research is the interview and documentation 
method. Interactive model analysis. The results of this study are that every district 
court and high court has a legal aid post that aims to protect the law for people 
who can't afford it. The legal and human rights council led by the aisyiyah region 
is an institution to protect and enforce justice for women and children under the 
leadership of aisyiyah and to provide assistance and recovery for children with 
disabilities after crimes of decency. 
Keywords: Services, Legal Aid, Assistance and Recovery for Children with 
Disabilities. 
 
1. PENDAHULUAN  
Hadapan hukum, semua orang mempunyai hak yang sama atas pengakuan, 
perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil tanpa memperdulikan latar 
belakang. Salah satunya pada kaum difabel yang mempunyai hak yang sama 
seperti non-difabel tanpa membedakan satu sama lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat sebagaimana dikutip 
Kasiyati (2020), bahwa Penyandang cacat merupakan orang yang mempunyai 
kelainan baik dari segi fisik maupun mental yang menghambat kegiatan 
aktivitasnya setiap hari. 
Anak difabel mempunyai hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang 
adil. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia sebagaimana dikutip Kasiyati (2016), khususnya anak penyandang cacat 
yang sangat rentan menjadi korban tindak pidana yang memiliki kekurangan baik 
dari segi fisik maupun mental atau keduanya. Faktanya, pada saat ini 
permasalahan sering terjadi pada anak karena pada usia satu tahun sampai dua 
belas tahun rentan mengalami kekerasan dan anak sering menjadi korban dari 
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perilaku orang dewasa diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 
seksual hal ini karena lemahnya posisi dari seorang anak.  
Kejahatan asusila sendiri merupakan suatu bentuk penyiksaan atas 
penganiayaan yang dapat menimbulkan luka batin dan fisik yang disebabkan oleh 
trauma yang mendalam atas kejadian berulang-ulang sehingga korban akan 
mengalami depresi, tidak percaya diri, trauma, cedera fisik dan batin, bahkan 
menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Berdasarkan permasalahan diatas, 
maka penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus di Majelis 
Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah). 
2. METODE 
Jenis penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. Menurut Sitorus 
(1998) sebagaimana dikutip Rijali (2018), data kualitatif adalah data mentah yang 
berwujud uraian terinci, kutipan langsung, serta dokumentasi kasus bahkan 
dikumpulkan sebagai cerita terbuka atau open-ended narrative dengan 
mencocokkan suatu gejala yang ditetapkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas 
pertanyaan dalam kuesioner. Data kualitatif bersifat mendalam, rinci, dan 
Panjang-lebar secara spesifik dalam meringkas data untuk menyatukan alur 
analisis yang dapat dipahami.  
Desain penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Raharjo (2017), studi 
kasus merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dapat dilakukan secara intensif, 
terinci, serta mendalam pada suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik dari 
tingkat perorangan, kelompok, lembaga, maupun organisasi untuk memperoleh 
pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Tempat penelitian ini adalah Dukuh 
Gowanan, RT 02/RW 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun tahapan dalam pelaksanaan ini dimulai 
dari tahap persiapan, observasi, sampai penulisan pembuatan laporan penelitian.  
Semua kegiatan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan 
April sampai bulan Juni 2021. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang 
berbentuk kata, kalimat, maupun paragraf untuk mengetahui kebenaran lebih 
tepatnya pada pemahaman tentang subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan 
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metode wawancara dan dokumentasi serta mengikuti workshop yang di 
selenggarakan majelis hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa 
Tengah.  
Penelitian yang dilakukan Kasiyati (2016), hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 Majelis Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan 
terhadap korban kekerasan seksual sebanyak 7 kasus. Upaya untuk perlindungan 
hukum dengan cara membangun sinergitas pada aparat penegak hukum dan 
masyarakat. 
Peneliti yang dilakukan oleh Saputro dkk (2020), dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tindakan pidana keasusilaan terdapat unsur kekerasan, ancaman, memaksa, 
membujuk, serangkaian kebohongan, maupun paksaan. Penanganan penyandang 
disabilitas sering kali mengalami hambatan. Perlindungan hukum para difabel 
memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan, penerjemah, mendapat ahli 
dibidang manapun, hingga penegak hukum. 
Penelitian Indah (2019), perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang 
menjamin hak-hak anak dalam tumbuh dan perkembangannya. Hambatan dalam 
menangani kasus difabel karena kurangnya tenaga professional untuk 
berkomunikasi dalam bahasa isyarat, minimnya dana anggaran pemerintah, dan 
kurangnya tenaga psikologi. 
Menurut Pratiwi (2020), perlindungan anak difabel merupakan bentuk 
perlindungan yang diterima anak disabilitas untuk memenuhi hak-hak dalam 
memberikan jaminan rasa aman. Kegiatan perlindungan dilaksanakan di daerah 
yang melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat untuk pemantauan 
kelompok penyandang disabilitas. 
Berdasarkan hasil penelitian Cahyani dkk (2020), memberikan pemahaman 
terhadap masyarakat mengenai para difabel. Dalam menangani kasus kekerasan 
pada perempuan dapat ditangani oleh sistem peradilan pidana terpadu penanganan 
kasus kekerasan terhadap perempuan atau disingkat SPPT-PKKTP. Lembaga 
saksi dan korban atau disebut dengan LPSK sangat dibutuhkan. Peran masyarakat 
sangat dibutuhkan untuk membantu penegakkan hukum serta memberikan 
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motivasi serta dukungan terhadap anak difabel. Pelaku tindak pidana harus 
diberikan jerat hukuman. 
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Malinda dkk (2014). bahwa 
lembaga bantuan hukum dan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan 
hukum harus mempunyai pendamping psikologi yang bertujuan untuk mengetahui 
karakter anak difabel. 
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2018). Hasil penelitian 
ini menunjukkan, data dari dinas sosial kota tangerang selatan pada tahun 2014 
hingga 2015 terdapat 50 penyandang disabilitas. Terdapat 30 orang laki-laki dan 
20 orang perempuan. Jumlah dewasa 28 orang dan anak-anak 22 orang. Jenis 
tindak pelecehan seksual yaitu pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan pemaksaan 
penggunaan kontrasepsi. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Narasumber dari penelitian ini yaitu divisi layanan non litigasi, dan divisi 
diklat serta mengikuti workshop yang menjadi narasumber ialah Ketua Majelis 
Hukum dan HAM, Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta, dan Divisi Layanan 
Litigasi. Penyelenggaraan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri maupun 
Pengadilan Tinggi. Lembaga Bantuan Hukum dalam Majelis Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang terkait dengan 
masalah hukum untuk melindungi korban dari ancaman yang berbahaya.  
Jenis bantuan hukum litigasi yang dilakukan oleh majelis hukum dan hak 
asasi manusia terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum berupa hukuman 
pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Perlindungan hukum di majelis hukum 
dan hak asasi manusia pimpinan wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah. Penyandang 
disabilitas atau difabel merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik 
maupun non-fisik, hal ini rentan terjadinya tindakan asusila. Pelaksanaan yang 
dilakukan majelis hukum dan hak asasi manusia pimpinan wilayah „Aisyiyah 
Jawa Tengah memberikan layanan pemulihan dan pendampingan difabel.  
Pendampingan terhadap difabel diharapkan dapat menyembuhkan trauma 
yang berat, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, melindungi hak-
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haknya sebagai perempuan dan anak, memberikan perlindungan hukum bahkan 
memberikan pembelaan. Kehadiran peneliti dapat datang ke lokasi penelitian 
dengan berbaur pada informan. Kehadiran peneliti sebagai pewawancara untuk 
memperoleh data dari narasumber yang akan diwawancarai. Sehingga wawancara 
dalam mengumpulkan data dengan cara direkam kemudian hasilnya dirubah 
menjadi bentuk tulisan.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Proses analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan model Interaktif.  
Perlindungan Hukum Terhadap anak Difabel di Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah. Data diperkuat dengan hasil 
wawancara yang dilaksanakan yaitu 
“Kesulitan dalam menangani anak difabel hal pertamanya harus mengetahui jenis 
difabelnya apa, Ketika kita tidak mengetahui jenis difabelnya maka kita tidak 
dapat mengetahui karakter dari masing-masing anak difabel. Karena komunikasi 
itu sangat penting dan kita dapat menerimanya dengan baik serta kondisi yang 
sesuai hal ini akan mempermudah penanganan kasus yang dihadapi anak difabel. 
Interaksi itu sangat penting etikanya. Dalam lembaga bantuan hukum di majelis 
ini yang kita fokuskan pada anak, perlindungan hukum yang kita terima berupa 
data dari setiap pos bantuan hukum boyolali, sukoharjo, klaten, serta area solo 
raya. Ketika yang datang orang difabel maka kita tindak lanjuti sampai proses 
akhirnya dan kita bantu secara cuma-cuma tanpa biaya apapun. Selain bukan 
difabel berarti orang yang tidak mampu. Pendidikan bagi anak difabel sangat 
penting untuk memberikan wawasan yang luas dalam memberikan pelayanan 
Pendidikan. Sebagai relawan pendamping dapat memberi informasi pada korban 
akan haknya, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, serta 
pemeriksaan. Memberikan rasa aman dengan cara mendengarkan segala 
penuturan korban dan memberikan motivasi serta dukungan yang membangun 
secara psikologis maupun fisik kepada korban” (Iyt, 2021). 
 
Selain itu, wawancara terkait perlindungan hukum yang dilakukan dengan 
Divisi layanan non Litigasi serta mendapatkan hasil jawaban 
“Dalam pendamping anak difabel perlu kesabaran yang penuh untuk memahami 
karakter pada setiap anak baik dari perilaku, bahasa, maupun cara berpikirnya. 
Kendala dalam memberikan bantuan hukum untuk difabel karena tidak adanya 
pendamping psikolog atau penerjemah khusus, tidak adanya saksi, korban tidak 
kosisten dalam menceritakan kronologi kejadian. Bantuan hukum terhadap korban 
dalam ranah non litigasi yang dilakukan sinergi lintas majelis ini seperti: 
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pendampingan di luar pengadilan, mediasi, negisiasi, konsultasi hukum, 
investigasi perkara, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat” (Ans, 
2021). 
 
Hasil Wawancara dari pihak Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
„Aisyiyah Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kasus 
kekerasan pada anak difabel harus ditindak lanjuti dengan baik sampai proses 
hukum untuk mencari keadilan. Perlindungan hukum melalui pos bantuan hukum 
yang telah disediakan secara cuma-cuma di setiap pengadilan negeri maupun 
pengadilan tinggi untuk masyarakat tidak mampu. Penanganan anak difabel pasca 
kejahatan hal pertama kali harus mengetahui dan memahami karakter anak 
difabel, serta strategi pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan 
tersebut. Pendampingan dan pemulihan anak difabel dapat diketahui dengan cara 
mengenali kasus, karakter, kebutuhan difabel, serta kerjasama dengan pihak 
berwajib. 
Perlindungan Hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
„Aisyiyah diterapkan melalui pos bantuan hukum. Pelayanan yang diberikan 
sangat membantu bagi para difabel dan orang yang tidak mampu. Jenis bantuan 
hukum yang diberikan berupa pidana, perdata, serta tata usaha negara sehingga 
kondisi dampingan yang diharapkan pasca kasus tersebut dapat memberikan 
rehabilitasi psikis dan medis, memberikan hak penuh pada korban, menjadi 
pribadi yang mandiri dan percaya diri, bahkan memberikan perlindungan dan 
pembelaan dihadapan hukum. 
4. PENUTUP 
Perlindungan hukum terhadap anak difabel di Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah melayani: penyelenggaraan posbakum, 
strategi advokasi dan pendampingan, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, 
strategi pemulihan penyandang disabilitas, komnas perempuan dan lembaga 
memberikan rasa aman dan nyaman, memberikan informasi, pelayanan dan 
prasarana. Penanganan terhadap anak difabel sebagai korban tindak pidana 
keasusilaan antara lain: mengetahui jenis difabelnya, memberikan informasi pada 
korban atas haknya, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, serta 
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pemeriksaan, memahami karakter anak baik dari perilaku, bahasa, maupun cara 
berpikirnya, pendampingan di luar pengadilan, mediasi, negisiasi, konsultasi 
hukum, investigasi perkara, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat.  
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